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MOTTO 
 
 
Dalam setiap hari, setiap detik, setiap  menit, setiap jam bahkan setiap saat, 
hidup kita adalah serangkaian masalah.  
Hidup kita selalu berkawan dengan masalah, maka hadapilah masalah dan 
tantangan yang hadir dalam hidup kita.  
Maka ingatlah HHN ( Hadapi, Hayati, Nikmati ). Hadapilah setiap masalah 
dengan HHN agar selalu optimis…. 
Tidak ada yang mampu kita lakukan, dan kita tidak mungkin lari dari 
masalah 
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ABSTRAK 
 
Andhyka Muchtar, S351408014, 2016, Analisis Pembatalan Akta Pernyataan 
Pembagian Harta Dan Harta Warisan Oleh Hakim Dalam Prespektif 
Perlindungan Hukum Dan Pertanggung jawaban Terhadap Notaris. Tesis 
:Program Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana dasar 
pertimbangan hukum yang dipakai oleh Hakim dalam pembatalan Akta pernyataan 
pembagian harta dan harta warisan, apakah pembatalan Akta pernyataan pembagian 
harta dan harta warisan sudah tepat apabila ditinjau dari syarat pembuatan Akta, dan 
bagaimana Pembatalan Akta pernyataan pembagian harta dan harta warisan dalam 
Prespektif perlindungan hukum dan Pertanggungjawaban terhadap Notaris 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang bersifat deskriptif. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang, dan 
pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu inventarisasi bahan hukum sekunder yang 
berupa bahan-bahan hukum. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan teknik 
analisis Silogisme deduksi. 
Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pembatalan Akta pembagian harta dan 
harta warisan ditinjau dari syarat pembuatan Akta Otentik, telah memenuhi syarat 
Akta Notaris sebagai Akta Otentik  akan tetapi Konstruksi hukum dalam Akta nomor 
42 tersebut memiliki cacak hukum yaitu terkait persoalan kedudukan hukum (legal 
Standing) seseorang untuk bertindak didalam sautu Akta tidak dapat dibenarkan 
sehingga menyebabkan Akta batal demi hukum. Penjatuhan sanksi berupa ganti 
kerugian sebesar 3.000.000.000 (tiga milyar) merupakan pertanggungjawab hukum 
bagi Notaris akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan sehingga menimbulkan 
kerugian bagi pihak lain. Notaris tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya apa bila 
batalnya akta juga disebabkan data terkait identitas penghadap yang diserahkan pada 
Notaris merupakan keterangan palsu dari penghadap sendiri, sehingga Notaris harus 
memperoleh Perlindungan hukum. 
 
Kata Kunci: Akta Notaris, Pembatalan Akta, Harta Warisan, Pertanggung 
jawaban Notaris, Perlindungan Hukum. 
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ABSTRACT 
 
 
Andhyka Muchtar, S351408014, 2016, The Cancellation About Pronouncement 
Partition Of Treasure and Inheritance Deed By Judges, Magister of Notaris 
Faculty Of Law, Sebelas Maret’s University of Surakarta. 
 
 The purpose of writing this theses is to determine basic consideration of law 
which applicated from the judge’s in the court about cancellation deed and statement 
the division of property and inheritance, if the cancellation deed and statement  
division of property and inheritance is right when viewed from the requirement of 
making deed and deed of cancellation statements how the division of property and 
inheritance in the Perspective of legal protection and accountability to the Notary. 
 Based on the data research and analysis that used doctrinal legal research have 
a quality descriptive. This research was conducted using the approach of the Act, and 
approach cases. Data used is secondary data. Data collection techniques used are 
inventory secondary law in the form of legal materials. Data analysis technique used is 
the syllogism deduction analysis techniques. 
Based on result of research, cancellation deed of division of property and 
inheritance in terms of the requirement of making an authentic deed, had qualified 
Notary Deed as an authentic deed but construction law in Deed number 42 has upright 
law, namely the issue of the legal status (legal Standing) a person to act in  a deed not 
justifiable causing the deed null and void. The imposition of sanctions for damages 
amounting to 3,000,000,000 (three billion) is the overall responsibility for the Notary 
law as a result of an unlawful act committed, causing damages to the other party. 
Notaries can’t be blamed entirely what if the cancellation of the deed also caused 
client identity related data submitted to the notary is false from client protection. 
  
Keywords: Notary Deed, Cancellation Deed, Inheritance, Notary Public Liability, 
Legal Protection 
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